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ABSTRACT 

As for the research, namely to find out in a regulation on a liquidated bank, and as protection 

in a handling of customers of a liquidated bank, to know the legal considerations in question, 

it must understand what is meant by a bank. Bank is an institution engaged in the financial 

sector with the main activity of conducting or providing credit and other services in payment 

and withdrawal of money. Bank Indonesia is required to be careful in paying attention to the 

health condition of banks in Indonesia as the central bank in Indonesia. If the condition of the 

bank is experiencing a difficulty that can jeopardize any business continuity of the banking 

sector, therefore the government will take a policy to liquidate each of the ailing banks. From 

this background, the authors say that the issue of legal protection for each bank customer 

against bank liquidation. 
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ABSTRAK 

Adapuni yangi menjadi penelitiani yaknii untuki mengetahui dalami sebuahi peraturani atasi 

bank yangi dilikuidasi, dani sebagaimana perlindungani dalami suatu penanganani terhadapi 

nasabahi atas banki yangi dilikuidasi, untuk mengetahuii pertimbangani hukum yangi 

dimaksud, makai harus memahamii apai yangi dimaksud dengani bank. Banki adalahi suatu 

lembagai yangi bergeraki pada bidangi keuangani dengani kegiatan utamanyai melakukani 

atau pemberiani krediti dani jasai lainnya dalami pembayarani dani penarikan uang.i Banki 

Indonesiai dituntut untuki cermati dalam memperhatikani kondisii kesehatan banki yangi adai 

dii Indonesia selakui banki sentrali dii Indonesia. Jikai kondisii banki yang mengalami 

sebuahi kesulitani yangi dapat membahayakan setiapi kelangsungan sebuahi usahai darii 

perbankan, makai darii itui pemerintahi akan mengambili kebijaksanaani untuk melikuidasii 

setiapi bank-banki yang sakiti tersebut. Darii latari belakang tersebuti makai penulisi 

mengatakan bahwaimasalahiperlindungan hukum bagii setiapi nasabahi bank terhadap 

likuidasii bank. 

Kata Kunci : Nasabah, Likuidasi, dan Bank 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah sebuah negara 

berkembang yang terus berupaya dalam 

peningkatan perekonomian. Kesatabilan 

perekonomian yang sangat erat kaitannya 

dengan kesatabilan perbankan. Peran 

industri perbankan dalam perekonomian 

suatu negara seringkali diibaratkan sebagai 
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peren jantung dalam sistem 

manusia, karena bank mengerahkan dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan serta 

menyalurkan dalam kredit dalam rangka 

mengerakan perekonomian. Untuki dapat 

berfungsii secarai efektif, stabil,  

sertaibertumbuh.i 

Olehi karenai itui dukungan darii 

berbagaii bidang sangatlah diperlukani 

salahi satunya adalahi dibidangi 

perbankan, karena fungsii utama 

perbankan adalahi menghimpuni danai 

masyarakat, dengani harapan dapati 

memperbaikii tingkat kehidupani ekonomii 

rakyat banyaki kearahi tingkat kehidupani 

ekonomii yang lebih baik,i namuni 

demikiani dalam pelaksanaani sebuah 

pembangunani ekonomii harus tetapi 

banyak,i hali itui ditandai dengani 

hadirnyai bank-bank barui yangi tumbuhi 

dani berkembang. 

Peranani perbankani memiliki perani 

yangi sangati vital,  antarai laini sebagaii 

pengatur urati nadii perekonomian 

nasional.i 

Lancarannyai sebuah alirani uangi 

yangi sangat diperlukani untuki 

mendukung kegiatani darii perekonomian. 

Dengani demikian,i kondisi dari peranani 

perbankani yangi sehat dani kuati pentingi 

sasaran akhiri darii kebijakani moneter. 

Banki dalami melakukan kegiatani 

usahanyai wajib menerapkani prinsipi 

kehati-hatian,i dani jugai harus menjagai 

Kesehatani banki agar tetapi terjagai terusi 

demi kepentingani masyarakati pada 

umunyai dani bagii para nasabahi 

penyimpanani dana. Banki merupakani 

tempat masyarakati menyimpanan 

dananyai dilandasii dari kepercayaani 

bahwai uangnya akani dapati diperolehi 

kembali padai waktunyai dani disertai 

dengani bunga,i yang dimaksud bahwai 

sebuahi banki sangat tergantungi padai 

kepercayaan darii masyarakati tersebut.i 

Dan semakini tinggii dari kepercayaani 

masyarakat, maka semakini tinggii pulai 

kesadaran darii masyarakati untuki dapat 

menyimpani uangnyai pada banki dani 

menggunakani jasa-jasai darii bank 

tersebut. Banki tidaki semata-mata hanya 

mengandalkani modali yangi dimilikii 

olehi banki saja,i akan tetapii banki jugai 

harusi dapat memotivasii masyarakati 

untuk menyimpani dananyai pada banki 

dalami bentuki simpanan ataui bentuki 

laini gunai untuk memperolehi 

permodalani yangi cukup. Sehubungani 

dengani itu, dalam menjalankani kegiatan 

usahanyai banki harus menerapkani 

prinsipi kehati-hatiani ,i hali inii bertujuan 

untuki agari banki dapat 

mempertimbangkani sebaik-baiknyai 

dalami mengabil tindakani ataui kebijakan 

menyangkuti danai nasabah agari tidaki 

menimbulkan resiko yangi berdampaki 
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kepada kepercayaani masyarakat. 

Masyarakati pemilikii dana dapati sajai 

menariki danai yang dimilikinyai setiapi 

saati dan banki harusi sanggup 

mengembalikani danai yang dipercayakani 

tersebuti karena padai dasarnyai danai 

tersebut merupakani haki masyarakat 

dalami hali inii nasabah penyimpanan. 

Padai kenyataannyai banki tidak selalui 

dapati menjaga kesehatannyai dengani 

baik, ada banyaki masalah-masalahi yang 

seringi dihadapii olehi bank, diantaranyai 

yaitui resiko likuiditas. Resikoi likuiditas 

antarai laini disebabkani bank tidaki 

mampui memenuhi kewajibani yangi 

telahi jatuhi tempoi kepadai parai kreditur 

ataui dengani katai laini bank tidaki 

mampui melunasii utang yangi harusi 

segerai dibayar dengani hartai lancarnya, 

termasuki salahi satunya kewajibanibank 

mengembalikan danai simpanani nasabah. 

Dalami hali inii bank merupakani pihaki 

yang mempunyaii piutangi atau tagihan. 

Kerugiani tersebuti ditanggung olehi banki 

yangi bersangkutan, yangi akhirnyai bisa 

ditanggung olehi pihaki kredituri maupun 

nasabah. Adai kemungkinan haki nasabahi 

darii bank tersebuti masihi ada,i sehingga 

tidaki sertai mertai banki yang 

bersangkutani bubar.i Haki dan kewajibani 

yangi masihi ada tersebuti misalnyai 

berupa krediti yangi masihi berjalan, 

belumi default,i dani tidak tercapaii jalani 

keluari lain sepertii pengalihani kei bank 

yangi lain,i ataui karenai ada standi byi 

L/Ci ataui garansi banki belumi jatuhi 

tempo. Dalami hali inii banki yang 

dilikuidasii pemilikii bank harus 

mempunyaii asseti yangi cukup, untuk 

membayari kewajibannya dan jugai hartai 

pribadii darii pemiliki banki dapati 

diambili alihi untuki mempertanggung 

jawabkan.i Apabilai seti tidak memenuhii 

untuki pelunasan kewajibani bank,i makai 

uang nasabahi yangi tersimpani pada banki 

yangi bersangkutani tidak dapati kembalii 

lagii pada pemilikinyai yangi dalami hal 

inii adalahi nasabah penyimpanani dana.i 

Jadii jika uangi darii nasabahi tersebut 

dianggapi hangusi ataui hilang bersamaani 

dengani habisnya asseti banki yangi 

terkena likuidasi. 

Dalami hubungannyai dengan 

perlindungani terhadap nasabah 

penyimpanani dana,i belum ada 

pengaturani yangi dapat menjamini bahwai 

danai yang disimpani padai banki yang 

dilikuidasii tersebuti akan dapat kembalii 

kei pemiliknya.i Dalami undang-undangi 

nomor 10i Tahuni 1998i dalami hali ini 

pengaturannyai mengacui padai Kitabi 

Undang-Undangi Hukum Perdata,i yangi 

dalami hal pengaturani inii dilihati pada 

pasali 1132i KUHi Perdata. 
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2. TINJAUANI PUSTAKA 

Secara sederhana bank diartikan 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyarakat, sera 

memberikan jasajasa bank lainnya.” Arus 

perputaran uang yang ada di bank 

masyarakat kembali ke masyarakat, 

dimana bank sebagai perantara dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Nasabahi (masyarakat)i yang 

kelebihanidanaimenyimpaniuang-

nyai di ibank idalam bentuki  

simpanan iGiro,I Tabungani ataui 

Deposito)..i   Dalam hali inii 

nasabahi sebagai penyimpani dani 

banki sebagaii penerimai titipan 

simpanan.i Nasabah penyimpani 

akani memperolehi balasi jasai dari 

banki berupai bungani bank 

konvensionali dani bagin hasili bagii 

banki yangi berasarkani prinsipi 

syariah.  

2. Fungsii Banki  

Salahi satui yangi menjadi fungsii 

banki adalahi menyalurkani krediti 

baiki kepadai peroranganimaupuni 

badani usaha Pemerintah sangant 

mendorong,imendukungi dani 

membangui kepadai sector Usahai 

Kecili (UKM)i agari menjadi 

penopangi tatanani perekonomian 

Indonesia,i Keberadaani banki harus 

bermanfaati dani harusi dapati 

dirasakani langsungi olehi siapa sajai 

baiki olehi deposani ataui debitur, 

pelakui bisnisi dani jugai karyawan 

manapun. Bagii pelakui bisnisi ataui 

pengusaha, banki metupakani media 

perputarani lalui lintasi uang. Dan 

tempati dimanai permasalahani 

keuangani dapati diselesaikan, baiki 

melaluii produk-produki bank 

manapuni jasai yangi ditawarkan. 

Banki menghimpuni danai darii 

masyarakati yangi mempunyaii 

uangi lebih, kemudiani danai 

tersebuti disalurkani kembalii 

kepadai masarakati yangi 

membutuhkan. 

3. Sumberi Hukumi Perbankan 

Sumber hukum perbankan Indonesia 

yang meliputi sumber hukum dalam 

arti materia maupun sumber hukum 

dalam arti formal. Sumber hukum 

dalam arti material adalah sumber 

hukum yang menentukan isi hukum 

itu sendiri, yang terdiri dari jenis-

jenisnya sehingga bergantung dari 

sudut mana dilakukan  

peninjauannya.  

 

3. METODEI PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu kegiatan 

yang ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan konstruksi, yang dilakukan 
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secara metodeologis, sistematis dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai 

dengan metode atau cara 

tertentu, sistematis berarti berdasarkan 

suatu sistem, sedangkan konsisten berate 

tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam 

kerangka tertentu. 

Pada jenis penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian hukum normatif yang 

memiliki arti berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer, data 

sekunder dan data tersier. Sumber data 

merupakan tempat dimana dan darimana 

data peneliti dapat diperoleh. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

A. Bahani Hukumi Primer 

Berbagai dokumen peraturani 

perundang-undangani yangi tertulis 

yangi mengaturi mengenai 

peraturani yang berhubungani 

dengan keperdataani dii Indonesia 

dimanai terdirii dari: KUHPerdata,i 

Peraturan Pemerintahi Nomori 25 

Tahuni 1999i tentang Pencabutani 

Izini Usaha Pembubarani dani 

Likuidasi Bank,i Undang-Undang 

No. 10i Tahuni 1998i tentang 

Perubahani Undang-Undangi 

Nomori 7i Tahuni 1992 tentangi 

Perbankkan. 

B. Bahan-bahan yang memiliki 

hubungan dengan bahan hukum 

primer dan dapat digunakan untuk 

menganalisis dan memahami bahan 

hukum primer yang ada. Pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

studi literatur, yaitu dengan 

membaca buku-buku yang berkaitan 

dengan topik skripsi yang ada dalam 

teori. 

C. Datai yangi telahi didapat darii 

penggumpulani data yangi sudahi 

dianalisis secarai kualitatifi yaitui 

dari penekanani padai kualitas yangi 

berbentuk pernyataan, datai yangi 

diperoleh munuruti darii pernyataan 

yangi dapati darii responden 

kemudiani disusuni secara 

sistematika. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukani Nasabah Banki 

Dalamiperioritas 

Pembayaraniterhadap Adanyai 

Likuidasi. 

Bank dalam likuidasi adalah bank yang 

dalam proses penutupan secara permanen 

serta cabang-cabangnya, selagi menjual 

aset apa pun dan menggunakan hasilnya 

untuk menyelesaikan kewajiban bank 

tersebut sebanyak 

mungkin. Biasanya, akun pelanggan akan 

ditutup dan cek dikirimkan kepada 
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pemegang akun untuk jumlah simpanan 

yang diasuransikan. Sebagian besar bank 

yang bangkrut berakhir dengan penjualan 

aset-asetnya. Beberapa bank dalam 

likuidasi asetnya dibeli oleh bank yang 

sehat dan rekening pelanggan tidak perlu 

ditutup, sehingga masih bisa tetap berjalan. 

Tetapii jikai tidaki adai banki sehat 

yangi hendaki menjadii pembeli, hal-hali 

dapati menjadii lebihi rumit bagii 

pemegangi rekeningi dii bank dalami 

likuidasii tersebut.i Likuidasi bertujuani 

untuki melakukan penyelesaiani atasi 

hartai suatu perusahaani ataui badani 

hukum yangidibubarkan. 

Tetapi jika tidak ada bank sehat yang 

hendak menjadi pembeli, hal-hal dapat 

menjadi lebih rumit bagi pemegang 

rekening di bank dalam likuidasi tersebut. 

Likuidasi bertujuan untuk melakukan 

penyelesaian atas harta suatu perusahaan 

atau badan hukum yang dibubarkan. Bank 

Indonesia adalah nama peratuuran yang 

diperintahkan denga tegas oleh undang-

undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank 

Indonesia untuk melaksanakan undang-

undnag mana mestinya. 

Dengani demikian,i fungsii dari 

peraturani Banki Indonesiai adalah 

melaksanakani undang-undang 

sebagaimanai mestinyai khususi di bidangi 

perbankan,i sebagaimana fungsii 

peraturani pemerintah melaksanakani 

kewenangani Bank Indoonesiai sebagaii 

Bank Indonneisai sebagaii Banki Sentral 

sebagaimanai telahi diubahi dengan 

Undang-undangi nomori 3i tahun 2004i 

tentangi perubahani atas undang-undangi 

nomori 23i tahun 1999i tentangi Banki 

Indonesia. 

Lembagai negarai yangi indenpeden,i 

bebasi darii campur tangani Pemerintahi 

dani pihak-pihaki lainnya,i kecualii untuki 

hal-hali yangi secarai tegasi diatur dalami 

Undang-Undangi Nomori 23 Tahuni 1999i 

tentangi Bank Indonesia,i makai 

konsekuensinya dii bidangi pembuatani 

peraturan yangi menjalankani undang-

undang, tidaki bolehi pulai adai campur 

tangani darii Pemerintah.i Agar terjagai 

darii campuri tangan pemerintah,i 

Peraturani Bank Indonesiai harusi 

ditempatkan sederajati dengani Peraturan 

Pemerintah.i Penempatani Peraturan Banki 

Indonesiai dii bawah Peraturani 

Pemerintahi akan membukai campuri 

tangan pemerintahani dalami pelaksanaan 

kewenangani Banki Indonesia. 

Banki Indonesiai sebagaii Bank Sentrali 

inii dikuatkani oleh perubahan.i Keempati 

UUDi 1945. Hali menunjukkani bahwai 

dimasa yangi akani datang,i politiki 

hukum dibidangi perbankani akan 

menempatkani Banki Indoensia sebagaii 

Lembagai Negarai yang menjadii Banki 
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Sentrali yang mandiri,i bebasi darii 

campur tangan pemerintah. 

Dengani demikian,i maka kedudukani 

Peraturani Bank Indonesiai dalami 

hierarkii sistem peraturani perundang-

undangan sebagaimanai yangi diaturi 

dalam Undang-Undangi Nomori 12i 

Tahun 2011i beradai dibawahi Undang-

Undang,i tetapii tidaki dapat dikatakani 

sejajari dengan Peraturan Pemerintahi 

ataui peraturani lainnya dibawahiUndang-

Undang. 

Nasabahi penyimpanani dana, yangi 

jumlahi pembayarannyai yang ditetapkani 

olehi timi likuidas 

Dengani urutani darii perioritas yangi 

telahi ditentukani dalami pasal 17i 

Peraturani Pemerintahani No. 25 Tahuni 

1999i sepertii yangi telah diuraikani 

diatas,i makai timbul sebuahi pernyataan,i 

yaitu bagaimanai dengani kedudukan atau 

letaki dalami urutani prioritas pembayarani 

kewajibani bank untuk kredituri preferen.i 

Sebuahi bank meminjamkani danai darii 

pihak lain dengani meminjamkani harta 

kekayaani ataui asseti yang dimilikinyai 

dengani dibebani gadai, fiduasi,i hipotiki 

dani hak tanggungan.i Suatui hali yangi 

biasa ataui hali yangi wajari menurut 

ketentuani dalami KUHPerdata kreditur-

kredituri lainnyai dalam suatui urutani 

prioritasi untuk mendapatkani suatui hartai 

dari likuidasii banki yangi bersangkutan 

dengani banki yangi diutamakan. 

Peraturani Pemerintahani Nomori 25 

Tahuni 1999,i tidaki menyebutkan secarai 

tegasi siapai yangi dimaksud dengani katai 

lain bahkani kata-kata laini yangi disebuti 

dengan peraturani darii pemerintahan 

tersebuti yangi dianggap sebagai semuai 

kredituri banki selain nasabah,i dengani 

katai lain kreditur prefeni yangi termasuki 

dalami apa yangi dimaksudi darii kata lain, 

tetapii padai hakekatnyai pada kredituri 

yangi prefeni mendapatkan prioritsi yangi 

didahulukani dii atas nasabahi karenai 

bagaimanapun juga Peraturani yangi hali 

pemberian dari kredit,i karenai dalami 

transaksii itu dapati terlihati bukani hanyai 

dana darii pihaki ketigai yang berhasil 

dihimpuni olehi banki tersebut. Pada 

Undang-Undangi Nomori 10i Tahun 1998i 

dalami ayati 8i juga menyatakani dalami 

dunia perbankani pendekatani atau analisis 

krediti sepertii inii disebut pendekataani 

thei fivei C’si of credit ataui character,i 

capital,i capacity, conditions,i dani 

collateral. 

Tujuannyai agari dalami pemeberian 

kreditnya,i banki hanya memberikan 

krediti kepadai nasabah-nasabah yangi 

memilikii kemampuani serta kesanggupani 

nasabahi debitur untuki melunasii 

utangnyai atau kewajibani sesuaii dengani 

yang diperjanjikan.i Kredit-krediti bank 

akani sekecili mungkini mengalami resikoi 

kemacetan.i Hali itui dapat dimengertii 
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karenai tingkat kesehatannyai suatui banki 

tersebut menjadii banki yangi tidaki sehat 

ataui baiki banki yangi bermasalah, yangi 

sudahi tentui akani dapat merungikani 

banki dani kepentingan nasabahi 

penyimpani danai tersebut. Padai pasali 

ayati 11i juga menerangkani maksimumi 

dalam pemberiani kredituri yang 

ditetapkani olehi Banki Indonesia, 

pemberiani krediti olehi bank 

mengandungi resikoi kegagalan atau 

kemacetani dalami pelunasannya sehinggai 

dapati mempengaruhi terhadapi 

Kesehatani bank.i Dalam mengigati 

terkaitannyai kepentingan nasabahi 

penyimpanani danai pada banki dimanai 

nasabah penyimpan dana,i makai parai 

penyimpanan danai perlui selalui 

mengetahui kedaani keuangani banknyai 

dari waktu,i dalami hali inii dapat 

diketahuii melaluii neracai dan 

perhitungani laba/rugii darii bank 

tersebut,i undang-undangi nomor 10 tahuni 

1998i yangi mewajibkan banki untuki 

mengumukan neracanya. 

Izini kepadai banki untuk menjalankani 

kegiatan-kegiatan usahai tertentu. Demi 

menjagai dan menjamini keamanani serta 

kepastiani pengembaliani simpanan 

nasabah,i diperlukani perundang-

undangani yangi secarai khusus mengaturi 

masalahi tersebut,i baik dalami 

penempatani Langkah-langkahi yangi 

perlui dan seharusnyai ditempuhi 

perbankan maupuni jaminani banki untuk 

keamanani dani kepastiani dalam 

pengembaliani danainasabah. 

Apabilai suatui banki dalam kesulitani 

usahai dani diakhiri dengani Tindakani 

likuidasi,i maka pertanggungjawabi banki 

terhadap kreditur,i khusunyai nasabah 

penyimpanani danai adalahi hanya sebatasi 

jumlahi hartai kekayaan banki tersebuti.i 

Parai nasabah dalami penyimpanani danai 

yang mempunyaii danai dalam kedudukan 

yangi samai sehunggai merekai akani 

mendapati pembayarani secara seimbangi 

menuruti besari kecilnya danai yang 

merekai simpani dii bank. 

Bank yang melaksanakan likuidasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

dalam anggaran dasarnya. Direksi 

menyelenggarakan RUPS dan rapat ini 

memutuskan tentang pembubaran jika 

dalam anggaran dasar yang tidak 

ditentukan tentang pembentukan tim 

likuidasi, dengan sendirinya pengurus 

melaksanakan fungsi pembesaran jika 

ditentukan lain seperti pembentukan tim 

likuidasi, maka tim ini dibentuk dari 

wewenangan yang diberikan kepadanya. 

B. Pengakhirani Status Badani Hukumi 

Bank.I  

Buktinyai sebagaii besari bank 

nasionaki merupakani bank bermasalah,i 
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yangi satui peri satu masuki kendang 

Bandan Penyehatani Banki Nasional, 

bahkan lebihi tragisi ekonomii dan 

keuangani melandai Indonesia. Salahi satui 

faktori yangi membuat sistemi perbankani 

nasional keropos adalahi akibati perilakui 

para pengelolai dani pemiliki banki yang 

cenderungi mengeksploitasii dan 

mengabaikani prinsipi kehati-hatian 

dalami berusaha,i disampingi faktor 

penunjangi laini yaknii lemahnya 

pengawasani darii Banki Indonesia. 

Dalami likuidasii suatui banki yang 

berstatusi badani hukumi Perseroan 

Terbatasi sebenarnyai terdapat 

sinkronisasii antarai Undang-undang 

Perbankani dani Undang-Undang 

Perseroani Terbatasi dalam 

pelaksanaannya,i dalami artii masih 

berpedomani padai pasali 114i dan pasali 

115i dalami Undang-Undang 

PerseoraniTerbatas. 

Dalami hali inii Banki Umumi dan 

BPRi yangi berada di hukum koperasi,i 

makai pendiriannya harus memenuhii 

Undang-Undang Perkoperasiani dani 

Undang-Undangi Perbankan.  

Pengalihani aseti dani kewajiban banki 

kepadai pihaki lain berdasarkani 

persetujuani Lembaga 

PenjaminiSimpanan. 

Salahi satui prinsipi yangi dianut dalami 

UUi LPSi dalami rangka 

mempertimbangkani dilakukannya upayai 

penyelamatani banki gagal adalahi leasti 

costi principle, yaitu bahwai perkiraani 

biaya penyelamatani secarai signifikan 

lebihi rendahi daripadai biayai tidak 

melakukani penyelamatani bank 

dimaksudi selaini itu, diperkirakan bahwai 

setelahi diselamatkan, bank masihi 

menunjukkani prospek usaha yangibaik. 

Dalami hali persyaratani inii tidak 

dipenuhii ataui Lembagai Penjamin 

Simpanai memutuskani untuki tidak 

melanjutkani prosesi penyelamatan, makai 

Lembagai Penjamin Simpanani memintai 

Lembaga Pengawasi Perbankani dalami 

hal inii Banki Indonesiai untuk mencabuti 

izin usahai banki yang bersangkutan.i 

Dalami hali izin usahai banki dicabuti 

olehi Bank Indonesia, makai selambat-

lambatnyai dalami waktui 5i hari kerjai 

sejaki izini usahai bank tersebuti dicabut, 

Lembaga Penjamini Simpanan 

melaksanakan pembayarani klaimi 

penjaminan kepadai nasabahi penyimpani 

Pasal 16i ayati 4. Pasali 31i ayati 2 dengan 

demikiani diharapkani hak penabungi 

keciliterlindungi. 

Dii sampingi itu,i perlui juga 

dikemukakani mengenaii ketentuan dalami 

UUi LPSi yangi bertujuan melindungii 

haki karyawani bank yangi dicabuti izini 

usahanya.i Pasal 43i hurufi UUi LPSi 

mengatur kewenangannyai untuk 
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memberikan talangani untuki pembayarani 

gaji pegawaii yangi terutangi dan talangani 

pesangoni pegawai sebesar jumlahi 

minimumi pesangon sebagaimanai diaturi 

dalam peraturaniperundang-undangan. 

Dasari hukumi pencabutani izin usahai 

banki Dagangi Balii dan 

BankiAsiaticiadalah Undang-Undang 

Nomori 7 Tahun 1992i sebagaimana telahi 

diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 

10i Tahuni 1998 tentangiPerbankan. 

Peraturani Pemerintahi Nomori 25 Tahuni 

1999i tentangi Pencabutan Izini Usaha, 

Pembubaran, dan LikuidasiiBank. 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 

2004 tentang Perubahan Keputusan 

Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang 

Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 

tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan 

Penetapan Status Bank.Surati Keputusani 

Gubernuri Bank Indonesiai Nomori 

6/6/KEP-GBI/2004 dani No.6/7/KEP-

GBI/2004i tanggali 8i Aprili 2004. 

Selanjutnyai kiranyai perlu disinggungi 

pulai ketentuan likuidasii banki sebagaii 

akibati dari pencabutani izini usahai 

karena permintaani pemilik.i Peraturan 

Pemerintahi Nomori 25i Tahun 1999i 

memungkinkani prosesi ini, namuni harusi 

mendapati izini dari Banki Indonesia. 

Mengenaii hali ini Pasali 26i Peraturani 

Pemerintah dimaksud yangimengatur. 

Dalami hali parai pemegang saham akani 

membubarkani badani hukum banki atasi 

keinginannyai sendiri, pembubarani 

tersebuti hanyai dapat dilakukani setelahi 

pencabutani izin usahai olehi Banki 

Indonesia. 

Pencabutani izini usahai hanya dapati 

dilakukani olehi Bank Indonesiai apabilai 

banki yang bersangkutani telahi 

menyelesaikan kewajibannya kepadai 

seluruh kreditor. 

Pembubarani badani hukumi bank wajibi 

didaftarkani dalami Berita Negarai 

Republiki Indonesia. 

Mengenaii hali yangi sama,i UU LPSi 

jugai memperkenankannya, namuni 

Lembagai Penjamin Simpanani tidaki 

mempunyai kewajibani untuki membayari 

klaim penjaminan.i Tentangi hali inii Pasal 

61i UUi LPSi mengaturi sebagai berikut. 

Likuidasii banki yangi dicabuti izin 

usahanyai atasi permintaan pemegangi 

sahami sendiri dilakukan olehi pemegangi 

sahami yang bersangkutan. 

Lembagai Penjamini Simpanan tidaki 

membayari klaim Penjaminan Nasabah. 

Masalah pencabutan izin 

usaha, pembubaran dan likuidasi bank di 

Indonesia erat kaitannya dengan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab Bank 

Indonesia. 
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5. SIMPULANi  

a. Nasabahi Banki dalami likuidasi 

adalahi banki yangi dalami proses 

penutupani secarai permaneni serta 

cabang-cabangnya,i selagii menjual 

aseti apai puni dani menggunakan 

hasilnyai untuki menyelesaikan 

kewajibani banki tersebuti sebanyak 

mungkin.i Beberapai banki dalam 

likuidasii asetnyai dibelii olehi bank 

yangi sehati dani rekening 

pelanggani tidaki perlui ditutup, 

sehinggai masihi bisai tetap berjalan. 

b. Pasal 37 ayat Undang-Undang 

Perbankan mengamanatkan agar 

Bank Indonesia terlebih dahulu 

mengupayakan tindakan 

penyelamatan bank yang mengalami 

kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya sebelum 

bank yang bersangkutan harus exit 

dari sistem perbankan. Apabila 

tindakan penyelamatan yang telah 

diupayakan belum cukup untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi 

bank dan atau menurut penilaian 

Bank Indonesia keadaan suatu bank 

dapat membahayakan sistem 

perbankan, maka barulah suatu bank 

harus keluar dari sistem perbankan. 

c. Perlindungani hukumi bagi nasabahi 

banki adalahi sebagaimana 

disebutkani dalami Undang-Undang 

Pokoki Perbankani padai tahun 

1998,i antarai laini terdapati dalam 

pasali 2,i dani 8, ipasali 10i dani 14, 

pasali 13,iayati 1,2,3, pasali 34i ayat 

1,2,i pasali 49i ayati 1i a,b,c,i ayati 2 

Undang-Undangi Pokoki Perbankan. 
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